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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa mediasi penal boleh dilakukan 

untuk menyelesaikan kasus penganiayaan guru terhadap murid. Adapun 

alasannya adalah: 

1. Mediasi penal dapat dilakukan terhadap guru dengan murid yaitu 

mengacu kepada teori-teori mengenai model-model mediasi penal 

salah satunya yaitu model Informal Mediation yang menyebutkan 

bahwasannya mediasi dengan model ini dapat dilaksnakan oleh 

personil peradilan pidana (Criminal Justice Personel), yang dilakukan 

oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak 

untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak 

melanjutkan penuntutan apabila sudah tercapai kesepakatan dan dapat 

juga dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat 

polisi, atau oleh hakim.  

2. Dikaitkan dengan APP (Alasan Penghapusan Pidana) diluar Undang-

Undang, seorang pelaku yang melakukan suatu tindak pidana yang 

seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dapat dipidana. Alasan 

penghapusan pidana dapat digunakan dalam kasus penganiayaan yang 

dilakukan oleh guru terhadap murid yang menjadi alasan bagi guru, 

bahwasannya segala perbuatan yang dilakukan oleh guru bukan 
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semata-mata atas kehendak guru itu sendiri karena guru melakukan 

suatu perbuatan pidana harus dilihat tujuannya yaitu itu untuk 

mendidik moral murid tersebut dan juga perbuatan yang dilakukan 

oleh guru bukan atas kehendaknya sendiri melainkan harus dilihat 

faktor muridnya juga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 
 

 
 

B. Saran 

Perlu dibuatnya suatu peraturan yang tegas yang mengatur tentang mediasi 

penal kepolisian secara khusus dan rinci serta diatur pula dalam Sistem 

Peradilan Pidana. 
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